
 

 
SALINAN 

 

 
 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 
NOMOR  45  TAHUN  2019 

 
TENTANG 

 
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  

TAHUN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 BUPATI  PEKALONGAN,  

 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 

ayat 1  Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan 

Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan 

Tahun 2020, maka Perangkat Daerah wajib 

menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 

2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun 

Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 

2020;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2020.  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 
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  2. Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

Mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2757); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4421); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4700); 
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  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

  11. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

  12. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II 

Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 

II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
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II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II 

Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3381); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

  18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

  19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6323); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4816); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 
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  22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4833); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan  Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5103); 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

pengarustamaan Gender di Daerah; 

  27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi  Nomor 12 Tahun 2015 

tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986); 

  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 

2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611); 

  30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 9); 

  31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 110); 

  32. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 

Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 85); 

  33. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Tahun 2010 Nomor 9); 

  34. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2011–2031 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2, 
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Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Nomor 19); 

  35. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Nomor 56); 

  36. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 

Tahun 2017 tentang Rencana Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2016–2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 

2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 65); 

  37. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 

Tahun 2018 tentang Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 85); 

  38. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten 

pekalongan Tahun 2019 Nomor 24); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 

2020. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 

2. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Daerah untuk 

Daerah Kabupaten. 
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3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun. 

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang 

selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

rencana pendapatan, rencana belanja program dan 

kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan 

sebagai dasar penyusunan APBD. 

Pasal 2 

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten 

Pekalongan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

Pasal 3 

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 

2020 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil 

evalusi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil 

evalusi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. 

Pasal 4 

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun dengan 

sistematika penyusunan sebagai berikut : 
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BAB I    : PENDAHULUAN 

BAB II   : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT 

DAERAH TAHUN LALU 

BAB III  : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT 

DAERAH 

BAB IV  : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

PERANGKAT DAERAH 

BAB V   : PENUTUP 

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sebagaimana termuat dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 5 

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat 

Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. 

 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pekalongan. 

 

Ditetapkan di Kajen 

       pada tanggal 19 September 2019 

BUPATI PEKALONGAN, 

Ttd 

ASIP KHOLBIHI 

Diundangkan di Kajen 
pada tanggal 19 September 2019 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, 
                                     Ttd 
                     MUKAROMAH SYAKOER 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 45 
 

Salinan sesuai aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEKALONGAN, 

 
MOCH. ARIFIN, SH. MH 

Pembina Tk.I 
NIP. 19690205 199903 1 005 
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  Lampiran : Peraturan Bupati Pekalongan 
      Nomor Tahun             

      Tentang Rencana Kerja Perangkat 
      Daerah Di Lingkungan Pemerintah 
      Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 

 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  

TAHUN 2020 
 
 

 
NO. 

PERANGKAT DAERAH PAGU INDIKATIF (Rp ) 

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                                               155.078.901.890 

2. Dinas Kesehatan 150.417.820.000 

3. Rumah Sakit Umum Daerah Kraton                                                                                                173.441.999.000 

4. Rumah Sakit Umum Daerah Kajen                                                                                                 77.442.000.000 

5. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                                                                                       182.139.773.139 

6. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan 
Permukiman dan Lingkungan Hidup 

47.533.265.410 

7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 
Kebakaran 

6.713.229.100 

8. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 4.084.300.050 

9. Dinas Sosial  5.810.727.176 

10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.832.582.100 

11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 9.597.664.250 

12. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 5.796.336.100 

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, 
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan  
Anak dan Pengendalian Penduduk Dan 
Keluarga Berencana 

17.911.592.450 

14. Dinas Perhubungan 4.371.362.900 

15. Dinas Komunikasi Dan Informatika 6.460.156.000 

16. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

4.529.454.200 

17. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan 
Pariwisata 

14.315.930.600 

18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.837.987.080 

19. Dinas Kelautan Dan Perikanan 4.135.234.200 

20. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, 
Usaha Kecil Dan Menengah 

36.485.433.500 

21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
dan Penelitian Dan Pengembangan 

7.348.929.600 

22. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 41.270.698.700 

23. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan 
Dan Pelatihan 

6.961.177.800 

24. Sekretariat Daerah  

 a. Bagian Umum     13.704.938.800 

 b. Bagian Tata Pemerintahan   1.046.276.200 

 c. Bagian Hukum    1.303.419.150 



- 11 - 

 

 
NO. 

PERANGKAT DAERAH PAGU INDIKATIF (Rp ) 

 d. Bagian Organisasi dan Kepegawaian    2.009.869.850 

 e. Bagian Pembangunan          755.573.550 

 f. Bagian Kesejahteraan Rakyat 3.850.073.700 

 g. Bagian Perekonomian     766.845.000 

 h. Bagian Pengadaan Barang/Jasa 2.206.678.000 

25. Sekretariat DPRD 31.546.432.300 

26. Inspektorat 4.184.460.000 

27. Kecamatan Kajen  1.927.303.000 

28. Kecamatan Sragi     2.505.638.200 

29. Kecamatan Wiradesa    5.618.103.530 

30. Kecamatan Kedungwuni        5.085.138.030 

31. Kecamatan Buaran       4.575.636.715 

32. Kecamatan Tirto         1.027.776.700 

33. Kecamatan Bojong                 901.973.540 

34. Kecamatan Wonopringgo       2.140.466.500 

35. Kecamatan Karanganyar      1.308.013.300 

36. Kecamatan Doro           739.239.200 

37. Kecamatan Talun          1.084.595.900 

38. Kecamatan Lebakbarang        796.959.300 

39. Kecamatan Kandangserang     688.601.700 

40. Kecamatan Paninggaran          1.201.012.760 

41. Kecamatan Kesesi                1.133.261.400 

42. Kecamatan Petungkriyono          883.110.600 

43. Kecamatan Wonokerto        1.035.659.950 

44. Kecamatan Siwalan             766.809.880 

45. Kecamatan Karangdadap                 968.566.600 

J U M L A H 1.062.278.988.600 

 
 

BUPATI PEKALONGAN, 

 
Ttd 

 
ASIP KHOLBIHI 

 

 
 

Salinan sesuai aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEKALONGAN, 

 
MOCH. ARIFIN, SH. MH 

Pembina Tk.I 
NIP. 19690205 199903 1 005 

 


